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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran perangkat desa dalam 
mengembangkan prinsip transparansi, kendala yang dihadapi, dan solusi untuk 
mengatasinya. Studi kasus penelitian ini pada pemerintahan desa Pabelan Keca-
matan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan mendiskripsikan hasil data yang didapat. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan 
data menggunakan trianggulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Ana-
lisis datanya menggunakan teknik analisis model interaktif melalui pengum-pulan 
data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan peran perangkat desa untuk mengem-
bangkan prinsip transparansi yaitu memberikan pelayanan yang baik pada 
masyarakat, menyampaikan informasi kepada ketua RT, mengadakan rapat 
dengan perantara ketua RT, menjawab pertanyaan masyarakat baik lisan maupun 
tertulis, adanya pengawasan langsung dari kepala desa. Kendala yang dihadapi 
berupa tidak adanya papan informasi, tata peraturan belum sepenuhnya dipahami oleh 
perangkat desa, belum adanya website, perangkat desa belum menjawab langsung 
pertanyaan yang diajukan masyarakat, kepala desa belum turun sepenuhnya 
memberikan pengawasan pada perangkat desa. Solusinya adalah membangun tower 
internet (hotspot), perangkat desa harus berusaha memahami tata peraturan, berusaha 
untuk menyediakan website, menetapkan jadwal khusus untuk melayani pertanyaan 
masyarakat, kepala desa memberikan motivasi pada perangkat desa. 
Kata Kunci : Good Governance, Peran Perangkat Desa, Prinsip Transpransi.  
 
Abstract  
This study aims to describe the role of the village in developing the principles of 
transparency, obstacles encountered, and solutions to overcome them. This research 
case study on village administration Pabelan Kartasura Districts of Sukoharjo. This 
study used qualitative methods to describe the result of the data obtained. Data 
collection techniques by observation, interviews, and documentation. The validity of 
test data using triangulation of data sources and data collection techniques. Analysis of 
data using an interactive model analysis through data collection, reduction, 
presentation, and conclusion. 
This study has shown the role of the village committee to promote the principles 
of transparency that provide good service to the community, to convey information to 
the chairman of RT, had a meeting with the chairman RT intermediary, answered 
questions of society both verbally and in writing, their direct supervision of the head of 
the village. Obstacles encountered in the form of lack of information boards, 
governance regulations have not been fully understood by village, yet their website, the 
village does not answer directly questions the community, the village head has not fully 
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provide oversight to the village. The solution is to build a tower internet (hotspot), the 
village should try to understand the existing regulatory system, seeks to provide a 
website, set a specific timetable for serving all questions from the community, village 
heads provide motivation to the village.  
 
Keywords: Good Governance, Principles Transparency, the role of the village. 
 
1. PENDAHULUAN 
Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses 
sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa 
adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi 
kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa 
warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. 
Pemerintahan desa diharapkan harus mampu mengembangkan peran aktif 
masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap 
perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Melalui Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 
tentang pemerintahan daerah, undang- undang ini memberikan wacana dan 
paradigma baru dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui pengembangan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat 
dalam proses pembangunan, serta daya saing daerah dengan memperhatikan 
prinsip keterbukaan. 
Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting 
tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa 
merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan 
perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala 
desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa yang dimaksud biasanya jumlah dan 
sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan (KAUR), kepala seksi 
(KASI), dan unsure kewilayahan atau kepala dusun (KADUS) yang ada di setiap 
pemerintahan desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan 
masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good 
Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis. 
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Keinginan pemerintah beserta perangkat desa untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mengembangkan UU No 14 Tahun 
2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menurut Sakapurnama, (2012:16) 
bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam good governance dan berkaitan 
erat dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Keterbukaan 
informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, 
dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan prefensi publik. Keterbukaan 
informasi juga dipandang sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari 
demokrasi. Solihin (2006:10) dalam Sakapurnama (2012:16), menjelaskan trans-
paransi merupakan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 
informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebijakan publik. 
Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada pemerintahan desa Pabelan 
terkait prinsip transparansi yaitu mengenai pemberian akses informasi yang 
kurang memadai dan akurat terhadap masyarakat. Banyak masyarakat yang 
mengeluhkan tata kelola pemerintahan desa yang dirasa masih tertutup. Penentuan 
usulan proyek atau kegiatan cenderung didominasi oleh pemerintah desa 
sedangkan masyarakat tidak dapat memberikan masukan mengenai kegiatan 
tersebut. Pengembangan prinsip transparansi di mayoritas desa umumnya masih 
terbilang rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi kebijakan dan ketidak jelasan 
mekanisme dalam mengakses data. Hal tersebut terjadi akibat peran dari aparatur 
desa yang masih sangat rendah dan tidak adanya kepedulian pemerintah desa 
terhadap kepentingan masyarakat. 
Hasil penelitian Usnawati (2014) yang berjudul “Transparansi Program 
Infrastruktur Dasar Pedesaan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan 
Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara” 
menunjukkan bahwa transparansi dalam program infrastruktur dasar pedesaan 
belum efektif dan sesuai prosedur. Harus adanya perbaikan dari berbagi dimensi 
antara lain laporan mengenai pengelolaan keuangan, laporan pertanggungjawaban 
secara tepat waktu, dan sistem pengelolaan informasi kepada publik. Untuk itu, 
rekomendasi yang diberikan antarai lain mengenai laporan yang sesuai prosedur 
dan tepat waktu, pemberian informasi kepada publik secara rinci dan tepat. 
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Hasil penelitian Faridah (2015) yang berjudul “Transparansi dan 
Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDES)” menunjukkan bahwa kepala desa di desa Sido Gedung 
Batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-
prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 
2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di desa Sido Gedung batu 
Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun 
masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. 
Hasil Penelitian Shafratunnisa (2015) yang berjudul “Penerapan Prinsip 
Transparansi dan Akkuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Kepada 
Stakeholders di SD Islam Binakheir” menunjukkan bahwa penerapan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SD Islam Binakheir 
kepada stakeholders sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua 
pemangku kepentingan mulai yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, 
dan komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini 
menunjukan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara 
terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur SD Islam Binakheir. 
Hasil penlitian Sani  (2011) yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi 
dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda 
Penduduk dan Kartu Keluarga)” menunjukkan bahwa dari berbagai indikator 
akuntabilitas dan transparansi, para pegawai kampung Sungai Liput sudah 
berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik di dalam 
proses pelayanan pengurusan KTP dan KK kampung serta para pegawai juga 
berusaha untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam 
proses pelayanan pengurusan KTP dan KK di kampung Sungai Liput.  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah ini 
adalah bagaimana profil pemerintahan desa Pabelan, bagaimana  peran perangkat 
desa untuk mengembangkan prinsip transparansi dalam good governance pada 
pemerintahan desa Pabelan Kecamatan kartasura Kabupaten Sukoharjo, berikut 
kendala yang dihadapi dan solusinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk meng-
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gambarkan, mendeskripsikan peran perangkat desa untuk mengembangkan prinsip 
transparansi, kendala yang dihadapi, dan solusi mengatasinya. 
 
2. METODE PENELITIAN  
Tempat penelitian ini di Tempat penelitian ini adalah di Desa Pabelan, 
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016. Waktu pelaksanaan 
penelitian ini berlangsung selama empat bulan, yaitu bulan Juli samapai bulan 
Oktober 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 
Penelitian ini menggunakan metode interaktif, karena dilakukan terhadap 
suatu kesatuan sistem yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna 
dan memperoleh pemahaman dari kasus. Subjek  penelitian ini terdiri dari Kepala 
Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun pada pemerintahan desa 
Pabelan  Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Objek penelitian ini adalah 
peran perangkat desa dalam mengembangkan prinsip transparansi pada 
pemerintahan desa Pabelan yang berdasarkan pada unsur indikator adanya 
kemudahan dalam mengakses data, adanya sistem keterbukan informasi yang jelas 
dan mudah dipahami, adanya informasi yang mudah dijangkau dan bebas 
diperoleh, adanya mekanisme untuk menjawab pertanyaan publik, serta adanya 
pemantauan dan evaluasi. 
Sumber data peneilitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu narasumber 
(informan), peristiwa, dan dokumen atau arsip. Narasumber atau infoman terdiri 
dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun pada 
pemerintahan desa Pabelan. Peristiwa atau aktivitas yang akan diamati dalam 
penelitian ini adalah kegiatan atau peran dari kepala desa, sekretaris desa, kepala 
urusan, dan kepala dusun dalam mengembangkan prinsip transparansi good 
governance pada pemerintahan desa Pabelan, kecamatan Kartasura, kabupaten 
Sukoharjo. Dokumen atau arsip yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 
adalah sarana dan prasarana yang ada, buku profil desa dan tingkat perkembangan 
desa, serta semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan perangkat desa dalam 
mengembangkan prinsip transparansi.  
Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 
melakukan wawancara, menelaah dokumen, maupun melakukan observasi. Dalam 
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wawancara penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak struktur untuk 
memperoleh dan mengumpulkan data, karena peneliti tidak menggunakan 
pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan 
datanya, sehingga sering disebut wawancara bebas. 
Teknik analisis data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis interaktif dari Milles dan Huberman (1992:15-19), yang berupa tahap 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. 
Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi. Triangulasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu triangulasi 
sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2014:331). Penelitian 
ini menggunakan dua macam triangulasi yitu triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber.  
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kajian dalam penelitian ini membahas mengenai peran perangkat desa untuk 
mengembangkan prinsip transparansi dalam good governance pada pemerintahan 
desa Pabelan. Data-data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara 
dengan informan, observasi kegiatan dan aktivitas pada pemerintahan desa, dan 
dokumentasi yang ada di desa Pabelan. Indikator dalam penelitian ini meliputi 
kemudahan dalam mengakses data, adanya sistem keterbukan informasi yang jelas 
dan mudah dipahami, adanya informasi yang mudah dijangkau (bebas diperoleh 
dan tepat waktu), adanya mekanisme untuk menjawab pertanyaan publik tentang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, adanya pemantauan dan evaluasi terhadap 
penyimpangan aparat publik dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil kajian dan 
analisis data dalam penelitian tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 
3.1 Peran Perangkat Desa untuk Mengembangkan Prinsip Transparansi 
dalam Good Governance pada Pemerintahan Desa Pabelan  
1) Kemudahan dalam mengakses data. Pelayanan yang baik juga dapat 
diwujudkan perangkat desa dengan memberikan kemudahan dalam mengakses 
data kepada masyarakat. Perangkat desa memberikan pelayanan untuk membantu 
masyarakat kapan saja dibutuhkan dalam mengakses data. Memberikan pelayanan 
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yang baik kepada masyarakat merupakan bentuk untuk mengembangkan prinsip 
transparansi pada pemerintahan desa Pabelan.  
2) Adanya sistem keterbukaan informasi yang jelas dan mudah dipahami. 
Peran perangkat desa untuk mengembangkan prinsip transparansi pada 
pemerintahan desa Pabelan ini dilakukan belum secara langsung melainkan secara 
tidak langsung dengan melalui perantara ketua RT.  
3) Adanya informasi yang mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat 
waktu. Peran perangkat desa adalah membuat surat undangan rapat kepada ketua 
RT untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan desa Pabelan. Informasi agar mudah dijangkau, bebas diperoleh, 
dan tepat waktu ini di sampaikan perangkat desa melalui perantara ketua RT 
dengan memasang dipapan informasi RT maupun diumumkan di masjid masjid. 
4) Adanya mekanisme untuk menjawab pertanyaan publik tentang 
penyelenggaraan pemerintahan. Mekanisme untuk menjawab pertanyaan publik 
tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan cara menjawab secara lisan 
maupun tertulis tergantung pertanyaan yang diajukan masyarakat. 
5) Adanya pemantauan dan evaluasi terhadap penyimpangan aparat publik 
dalam pelaksanaan kegiatan. Bentuk pengawasan yang dilakukan kepala desa 
terhadap perangkat desa berupa teguran secara langsung apabila tidak menja-
lankan tugasnya sesuai aturan yang ada. 
3.2 Kendala Perangkat Desa untuk Mengembangkan Prinsip Transparansi 
dalam Good Governance pada Pemerintahan Desa Pabelan 
1) Kendala kemudahan dalam mengakses data. Perangkat desa sudah 
berusaha untuk memberikan akses data kepada masyarakat, tetapi masih terdapat 
kendala dalam melaksanakannya. Kendala perangkat desa untuk memberikan 
kemudahan dalam mengakses data yaitu belum adanya papan infomasi (follow 
card) pada pemerintahan desa Pabelan. Belum adanya papan informasi (follow 
card) menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses data informasi peme-
rintahan desa Pabelan. 
2) Kendala adanya sistem keterbukaan informasi yang jelas dan mudah 
dipahami. Perangkat desa sudah berusaha, namun masih terdapat kendala dalam 
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menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Kendala yang dihadapi 
tersebut berupa tata peraturan pemerintahan desa yang belum sepenuhnya 
dipahami oleh perangkat desa.  
3) Kendala adanya informasi yang mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan 
tepat waktu. Masih terdapat kendala seperti masyarakat yang tidak aktif dalam 
lingkunganya akan tidak mengetahui informasi yang disampai perangkat desa 
kepada ketua RT. Belum adanya web pemerintahan desa Pabelan, juga menjadi 
kendala dalam menyampaikan informasi kepada masyarkat. 
4) Kendala adanya mekanisme untuk menjawab pertanyaan publik tentang 
penyelenggaraan pemerintahan. Kendala yang terdapat adalah terlalu banyaknya 
pertanyaan yang diajukan masyarkat tidak sebanding dengan jumlah perangkat 
desa pada pemerintahan desa Pabelan. 
5) Kendala pemantauan dan evaluasi terhadap penyimpangan aparat publik 
dalam pelaksanaan kebijakan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya penga-
wasan dari kepala desa kemungkinan akan menimbulkan kinerja perangkat desa 
yang kurang serius atau tidak bekerja sesuai dengan prosedur aturan yang ada. 
Kurangnya pengawasan ini, karena kepala desa tidak setiap saat ada di kantor 
pemerintahan desa. 
3.3 Solusi Mengatasi Kendala untuk Mengembangkan Prinsip Transparansi 
dalam Good Governance pada Pemerintahan Desa Pabelan. 
1) Solusi kendala kemudahan dalam mengakses data. Solusi untuk mem-
berikan kemudahan masyarakat dalam mengakses data yaitu dengan cara 
mengembangkan sarana dan prasarana berupa membangun tower internet 
(hotspot) yang mampu mencakup wilayah satu desa dengan asumsi radius 5 
kilometer. Mengembangkan sarana dan prasarana tersebut bertujuan agar warga 
desa khususnya per rumah yang memiliki komputer bisa mengakses data melalui 
internet secara mudah, cepat, dan murah. 
2) Solusi kendala adanya sistem keterbukaan informasi yang jelas dan 
mudah dipahami. Solusinya yaitu perangkat desa harus berusaha untuk memahami 
semua tata peraturan pada pemerintahan desa agar informasi yang disampaikan 
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jelas dan mudah dipahami. Masyarakat akan paham jika informasi yang 
disampaikan perangkat desa itu jelas. 
3) Solusi kendala adanya informasi yang mudah dijangkau, bebas diperoleh, 
dan tepat waktu. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan berusaha 
membuat sistem informasi yang lebih canggih seperti membuatkan website resmi 
pemerintahan desa agar masyarakat mudah menjangkau, bebas, dan tepat waktu 
untuk mengetahui berita up to date yang diinformasikan oleh perangkat desa. 
4) Solusi kendala adanya mekanisme untuk menjawab pertanyaan publik 
mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Solusi kendala tersebut adalah 
menetapkan  jadwal khusus untuk mengajukan pertanyaan kepada perangkat desa. 
Jumlah perangkat desa yang sedikit membuat kesulitan dalam menjawab 
pertanyaan dari masyarakat. 
5) Solusi kendala pemantauan dan evaluasi terhadap penyimpangan aparat 
publik dalam pelaksanaan kebijakan. Solusinya yaitu kepala desa perlu mem-
berikan motivasi kerja kepada perangkat desa. Bentuk motivasi kerja tersebut 
berupa memberikan dorongan dan menyerahkan sepenuhnya tugas-tugas kepada 
perangkat desa untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
Tabel 8. Ringkasan Hasil Penelitian/Temuan Penelitian 
Unsur yang Diteliti  Indikator  Temuan Penelitian  







1. Adanya Kemudahan 
dalam Mengakses 
Data  
1. Perangkat desa tidak 
setiap hari ada untuk 
melayani masyarakat.  
2. Adanya Keterbukaan 
Informasi yang jelas 
dan Mudah 
Dipahami 
2. Informasi tidak 
sepenuhnya jelas dan 
akurat ditemui 
masyarakat.  
3. Adanya Informasi 
yang Mudah 
dijangkau dan Bebas 
diperoleh 
3. Informasi yang 
didapatkan mayarakat 
dalam bentuk formal dari 
ketua RT.  
 
4. Adanya Mekanisme 
untuk Menjawab 
Pertanyaan Publik  
4. Pertanyaan dari 
masyarakat akan dijawab 
langsung oleh perangkat 
desa di kantor 
pemerintahan desa.  
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5. Adanya Evaluasi dan 
Pemantauan  
5. Pengawasan diberikan 
secara langsung oleh 
kepala desa kepada 
perangkat desa.  








1. Adanya Kemudahan 
dalam Mengakses 
Data  
1. Akses data sulit didapat 
karena data lengkap desa 
belum ada di papan 
informasi dan web.  
2. Adanya Keterbukaan 
Informasi yang Jelas 
dan Mudah 
Dipahami 
2. Tata peraturan desa 
belum banyak dipahami 
oleh masyarakat dan 
perangkat desa.  




3. Informasi masih tertutup 
karena belum ada website 
pemerintahan desa. 
4. Adanya Mekanisme 
untuk Menjawab 
Pertanyaan Publik 
4. Pertanyaan dari 
masyarakat belum 
langsung dijawab oleh 
perangkat desa dan BPD. 
5. Adanya Evaluasi dan 
Pemantauan  
5. Kepala desa belum 
sepenuhnya turun untuk 
memberikan pengawasan 
langsung kepada 
perangkat desa.  







Pemerintahan Desa  
1. Adanya Kemudahan 
dalam Mengakses 
Data 
1. Mengembangkan sarana 
dan prasarana seperti 
membangun tower 
internet hotspot yang 
dapat memudahkan 
masyarakat dalam 




2. Adanya keterbukaan 
Informasi yang Jelas 
dan Mudah 
Dipahami  
2. Perangkat desa harus 
berusaha untuk 
memahami tata aturan di 
pemerintahan desa 
terlebih dahulu agar 
dapat menginformasikan 
kepada masyarakat 








3. Solusinya adalah dengan 
membuatkan website 
resmi pemerintahan desa 
agar masyarakat bebas 
memperoleh informasi 
yang up to date. 
4. Adanya Mekanisme 
untuk Menjawab 
Pertanyaan Publik  
4. Menetapkan jadwal 
khusus untuk melayani 
setiap pertanyaan dari 
masyarakat merupakan 
salah satu bentuk solusi 
dari kendala yang 
dihadapi.  
5. Adanya Evaluasi dan 
Pemantauan  
5. Solusinya yaitu kepala 
desa  memberikan 
motivasi kepada 
perangkat desa agar 
melaksanakan tugasnya 




Perangkat desa Pabelan sudah berusaha untuk mengembangkan prinsip 
transparansi, namun masih bersifat formal melalui perantara ketua RT. Hal yang 
terlihat paling menonjol pada pemerintahan desa Pabelan adalah sarana dan 
prasarana. Sarana dan prasarana pada pemerintahan desa Pabelan masih belum 
memadai untuk mengembangkan prinsip transparansi. Terbukti dari tidak adanya 
papan informasi dan website pemerintahan desa menyebabkan kesulitan dalam 
mengembangkan prinsip transparansi. Perlunya meningkatkan sarana dan 
prasarana pada pemerintahan desa agar memudahkan kinerja perangkat desa 
dalam mengembangkan prinsip transparansi. Sarana dan prasarana merupakan 
faktor pendorong terwujudnya transparansi pada pemerintahan desa.  
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